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LEGISLATIF DI INDONESIA

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

PENDAHULUAN

Hukum dalam pengertiannya sebagai kaidah-kaidah yang berlaku
tidaklah lahir begitu saja akan tetapi memerlukan suatu proses pemben-
tukan hukum. Hukum adalah suatu produk politik yang berasal dari kris-
talisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi serta bersa-
ing.! Karena hukum berasal dari suatu proses politik di dalamnya, maka
demi menjaga kerangka cita hukum (rechtsidee) perlu adanya suatu acuan
yakni politik hukum. Pengertian politik hukum sebagai ilmu studi (ilmu
politik hukum) adalah studi tentang kebijakan hukum dan latar belakang
politik dan lingkungan yang nantinya memengaruhi lahirnya hukum itu
sendiri. Kebijaksanaan di sini tentang menentukan bagian aspek mana
yang diperlukan dalam pembentukan hukum.?

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan
oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh
kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat,
sehingga dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlang-
sung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum
atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang se-
cara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat

* Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 15.
2 Ibid., him. 8.
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itu.? Dalam masyarakat Eropa Kontinental pembentukan hukum dila-
kukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat common law
(Anglo-Saxon) kewenangan terpusat pada hakim.*

Indonesia sebagai negara hukum terlihat konsep hukumnya mengi-
kuti Eropa Kontinental, yang pembentukan hukumnya dilakukan oleh ba-
dan legislatif (DPR). Landasan yuridis pemberian kewenangan kekuasaan
pembentukan undang-undang kepada badan legislatif didasarkan pada:
pertama, Pasal 20 UUD Negara RI Tahun 1945 ayat 1: “DPR memegang
kekuasaan membentuk undang-undang”. Ayat 2: “Setiap RUU dibahas
oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Ayat
5: “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari se-
menjak rancangan undang-undang tersebut disetujui rancangan undang-
undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Sejarah politik hukum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga
sampai saat ini yang mengalami beberapa periode serta era kepemim-
pinan yang berkuasa di dalamnya ternyata telah terjadi dinamika antara
konfigurasi politik otoriter (nondemokratis).® Demokrasi dan otoritari-
anisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linier di setiap
periode pada konfigurasi otoriter. Sejalan dengan hal itu, perkembangan
karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan
terjadi tarik-menarik antara produk hukum yang berkarakter konservatif
dan kecenderungan linier yang sama.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa karakter hukum dan produk
hukum senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan konfigu-
rasi politik. Bisa dikatakan, meskipun kepastiannya bervariasi, konfigu-
rasi politik yang demokratis senantiasa diikuti munculnya produk hukum
yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter se-
nantiasa disertai oleh munculnya hukum yang berkarakter konservatif/
ortodoks.®

' 1bid., him. 15.

* Arief Hidayatdan Airlangga Surya Nagara, "Negara Hukum Pancasila: Suatu Model |deal
Penyelenggaraan Negara Hukum', Makalah dalam Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
(Jakarta: 2011), him. 4.

5 Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op. cit., him. vi.

s Arief Hidayat, Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik
terhadap Penafsiran Hukum, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), him. 266.
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T Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 15.
2 Ibid., him. 8.
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Golongan Karya (Golkar) memerlukan waktu cukup lama.!®

Sejarah dan perkembangan politik hukum di Indonesia dimulai pada
saat diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Dari kemerdeka-
an itulah mulai dijalankannya suatu roda pemerintahan dengan mencip-
takan hukum-hukum yang baru yang terlepas dari hukum-hukum para
penjajah yang selama hampir 3,5 abad menjajah negeri ini.

1. Sejarah Pengaturan Keterwakilan Perempuan

a. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1955)

Pada 18 Agustus 1945, PPKI membentuk sebuah pemerintahan se-
mentara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta se-
bagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata “Islam”
di dalam Sila Pertama Pancasila dihilangkan dari mukadimah konstitusi
yang baru.

Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri delapan provinsi, yaitu
Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi,
Maluku, dan Sunda Kecil. Pada 22 Agustus 1945, Jepang mengumumkan
mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata
mereka dan membubarkan PETA dan Heiho. Banyak anggota kelompok
ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.

Pada 23 Agustus 1945, Soekarno mengirimkan pesan radio pertama
ke seluruh negeri. Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indo-
nesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Hei-
ho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu
untuk membubarkan diri. Pada 29 Agustus 1945, rancangan konstitusi
bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus 1945 ditetapkan
sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Pre-
siden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP
(Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara
yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik In-
donesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus
1945.1

Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklu-
mat X, 16 Oktober 1945, yang memberikan kuasa legislatif terhadap ba-
dan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk pada 22 Agus-
tus 1945 berposisi seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk

19 Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op. cit., him. 87.

"1 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafndo Persada, 2004) [Cet.
3], him. 115.
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sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk me-
milih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yaitu membantu dan menjadi pengawas
kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP mempu-
nyai kuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.'? Sementara itu, Komite Nasio-
nal Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk membantu dan mengawasi
jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden,
seperti gubernur dan bupati.

b. Massa Orde Lama (1955-1966)

Saat diproklamasikannya kemerdekaan dimulailah tatanan hidup
berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Seperti halnya suatu ba-
ngunan baru yang pertama dibangun adalah fundamen yang kuat begi-
tu pula dalam bernegara diperlukan konsep-konsep dasar bernegara dan
berbangsa yang menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki suatu ideologi
yang memberikan pandangan dalam bernegara serta memberikan ciri
tersendiri dari bangsa-bangsa lainnya.'?

Pada masa kepemimpinan Soekarno dasar berbangsa dan bernegara
dibangun sehingga memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat meng-
gabungkan kemajemukan bangsa. Pancasila yang di dalamnya melam-
bangkan berbagai kekuatan yang terikat menjadi satu dengan semboyan
negara “Bhinneka Tunggal Ika”.'* dipakai sebagai kaidah pokok dalam
perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1945-1950, terjadi peru-
bahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemen, di mana
dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiki fungsi ganda,
yaitu sebagai badan eksekutif dan sekaligus merangkap sebagai badan le-
gislatif. Pada tahun 1950-1959 Presiden Soekarno memerintah menggu-
nakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dan
periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.1%

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, terjadi pe-
ristiwa demo besar-besaran menuntut pembuatan negara kesatuan dan
melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indone-
sia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur dihasilkanlah
perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Indonesia diperintah dengan menggunakan Un-

12 Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op. cit., him. 46.
3 [pid., him. 45.

12 Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berasal dari ungkapan Mpu Tantular dalam bukunya yang
terkenal, Sutasoma.
15 Moh. Mahfud Md., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op. cit., him. 49.
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dang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut
sistem kabinet parlementer.

Pada masa itu Dewan Konstituante diberi mandat membuat Undang-
Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950, akan tetapi sampai
tahun 1959 badan ini belum bisa membuat konstitusi baru. Pada suatu
sidang pembahasannya Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi ten-
tang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk
kembali pada UUD 1945.1¢

Setelah melalui beberapa kali pertemuan pembahasan, Soekarno me-
ngeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang isinya yaitu membubarkan konstitu-
ante. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet yang diakibatkan
situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini,
di antara kabinet-kabinet tersebut sebagai berikut.!”

1950-1951 — Kabinet Natsir

1951-1952 — Kabinet Sukiman-Suwirjo
1952-1953 — Kabinet Wilopo

1953-1955 — Kabinet Ali Sastroamidjojo I
1955-1956 — Kabinet Burhanuddin Harahap
1956-1957 — Kabinet Ali Sastroamidjojo II
1957-1959 - Kabinet Djuanda

® e AN T

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa par-
lementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim
disebut masa Demokrasi Terpimpin, isi dari Dekrit Presiden tersebut ia-
lah:'®
1. Pembentukan MPRS dan DPAS.

2. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS

1950.

3. Pembubaran Konstituante.

Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme,
yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “trial and error” yang per-
wujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai pa-
ham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
cepat berkembang. Sistem “trial and error” telah membuahkan sistem
multi-ideologi dan multipartai politik yang pada akhirnya melahirkan
multimayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pembe-
rontakan DI/TII yang berhaluan teokratisme Islam fundamental (1952-
1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu

1% |bid., him. 55.
17 Miftah Thoha, Op. cit., him. 123-130.
18 Ibid., him. 130.
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PNI, NU, Masyumi, dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran poli-
tik ke sistem caturmayoritas dan lahirlah Demokrasi Terpimpin.*®

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada
di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada
pemimpinnya saja. Pada tanggal 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan
Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden. Soe-
karno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk me-
nyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan
diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan sembo-
yan “Kembali ke UUD 45”.2° Soekarno memperkuat Angkatan Bersenjata
dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting.
PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan
anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi
yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinama-
kan Nasakom.*!

Era Demokrasi Terpimpin, dimana terjadi kolaborasi antara kepe-
mimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-
pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan ma-
salah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor
menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik serta korupsi
birokrat dan militer menjadi wabah.

Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasi-
onal sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan 30
September 1965 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya
tonggak pemerintahan era Orde Baru®*? yang merupakan koreksi total
terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dengan masih terlihat
kentalnya mekanisme, fungsi, dan struktur politik yang berlandaskan ide-
oligi nasionaliasme, agama, dan komunisme (Nasakom).

¢. Masa Orde Baru (1966-1998)

Setelah lahirnya Supersemar era kepemerintahan kini berada penuh
di tangan Soeharto setelah Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang
MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Harapan pun banyak di-
munculkan dari sejak Orde Baru berkuasa mulai dari konsistensinya me-
numpas pemberontakan PKI hingga meningkatkan taraf hidup bangsa de-

% Bandingkan dengan uraian Moh. Mahfud Md. ketika menjelaskan tentang latar historis kemun-
culan Demokrasi Terpimpin. Moh. Mahfud Md., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Op. cit., hlm. 54.

20 Miftah Thoha, Op. cit., him, 130.

21 Moh. Mahfud Md., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op. cit., him. 58.

22 {bid., him. 59.
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ngan program pembangunan (yang dikenal dengan Pembangunan Lima

Tahun, Pelita).?®
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas na-

sional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional

terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasi-
onal.?* Ada dua macam konsensus nasional, yaitu:

1. Berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk me-
laksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.

2. Konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Ar-
tinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua la-
hir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintah-
annya dengan langgam libertarian, lalu sistem liberal bergeser lagi ke
sistem otoriter. Seperti telah dikemukakan, obsesi Orde Baru sejak awal
yaitu membangun stabilitas nasional dalam rangka melindungi kelancar-
an pembangunan ekonomi.*

Hal pertama yang dapat terlihat guna menjalankan kekuasaan yaitu
dengan menambahkan kekuatan TNI dan Polri dalam berbagai bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara® dengan cara memasukkan kedua
pilar ini ke dalam keanggotaan MPR/DPR. Tampilnya militer di pentas
politik bukan untuk pertama kali, sebab sebelum itu militer sudah teribat
dalam politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi menyusul dengan
diluncurkannya konsep dwifungsi ABRI.*

Proses berlanjut dengan menguatkan salah satu partai politik, di-
mana kericuhan dalam pembahasan RUU-RUU mengantarkan penunda-
an pemilu (yang seharusnya diselenggarakan tahun 1968) disertai de-
ngan emaskulasi yang sistematis terhadap partai-partai kuat yang akan
bertarung dalam pemilu. Pengebirian ini sejalan dengan sikap ABRI yang
menyetujui peyelenggaraan pemilu, tetapi dengan jaminan bahwa ke-
kuatan Orde Baru harus menang. Oleh karena itu, di samping menyiap-
kan UU pemilu yang dapat memberikan jaminan atas dominasi kekuatan

= bid., him. 60.

* Speharto, “Wejangan Presiden Soeharto kepada Para Peserta Sarasehan Pembekalan bagi
Calon Anggota DPR RI Periode 1997-2002 di Istana Negara Tanggal ? Agustus 1997" dalam http://
soeharto.co/pidato-tanggal-9-agustus- 1997 (diakses pada tanggal 19 Oktober 2013).

25 Ani W. Soetjipto dalam Zohra Amran, "Gagasan Kuota Perempuan di Lembaga Perwakilan da-
lam Rangka Pembangunan Demokrasi di Indonesia’. Tesis, (Depok: Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

26 Miftah Thoha, Op. cit., him. 139.

2 Ibid., him. 133.
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pemerintah, partai-partai yang diperhitungkan mendapat dukungan dari
pemilih mulai dilemahkan.

Menghadapi Pemilu 1971, selain menggarap UU pemilu dan mela-
kukan emaskulasi terhadap partai-partai besar, pemerintah juga mem-
bangun partai sendiri, yaitu Golongan Karya (Golkar). Sejak awal Orde
Baru, Golkar sudah didesain untuk menjadi partai pemerintah yang di-
proyeksikan menjadi tangan sipil Angkatan Darat dalam pemilu.?® Sekre-
tariat Bersama (Sekber) Golkar adalah tangan sipil Angkatan Darat yang
dahulu berhasil secara efektif mengimbangi (kemudian menghancurkan)
PKIL.

Selain itu, untuk menguatkan keotoriterannya, pada masa ini sistem
berubah drastis menjadi non-demokratis dengan berbagai hal, misalnya
pembatasan pemberitaan, kebebasan pers yang tertekan, dan arogansi
pihak-pihak pemerintahan yang memegang kekuasaan.?

d. Masa Pasca Reformasi-Sekarang

1) Periode Tahun 1999-2004

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dika-
takan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan
Era Reformasi. Pada masa ini, konfigurasi politik di DPR dan MPR tidak
berubah, sama dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui Pemi-
lu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI. Kenyataan me-
nunjukkan oleh karena adanya reformasi disertai penggantian presiden,
maka mengubah sifat lama anggota MPR dan DPR tersebut dan mengi-
kuti tuntutan reformasi antara lain keterbukaan, demokratisasi, pening-
katan perlindungan HAM, pemberantasan KKN, reformasi sistem politik
dan ketatanegaraan, termasuk perubahan atas UUD 1945.%

Program kabinet reformasi pembangunan disesuaikan dengan tun-
tutan masyarakat pada saat itu (realitas sosial). Adapun program kabinet,
antara lain:*

1. Memperbarui peraturan perundang-undangan di bidang politik agar
sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga pelaksanaan pemilu 1999
dapat berlangsung secara demokratis.

2.  Meninjau kembali undang-undang tentang subversi dan merencakan

2 [bid.

27 Deviyanti Dwiningsih, "Jarinan Hak Politik Perempuan Pasca Reformasi dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia (HAM) di Indonesia’, Tesis, (Depok: Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2013), him. 5Z2.

I Sherief Maronie, "Politik Hukum Masa Reformasi” dalam http://zriefmarenie.blogspot.
com/2011/12/politik-hukum-masa-reformasi.html, {diakses pada tanggal 19 Oktober 2013).

= [bid.
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pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin per-
lindungan akan HAM, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pem-
berdayaan daerah-daerah melalui desentralisasi.

3. Memperbarui peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi,
melalui pembaharuan peraturan di bidang ekonomi ini akan diu-
payakan mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak
sehat. Dalam rangka pembaruan perundang-undangan di bidang
ekonomi ini, pemerintah juga merencanakan perubahan perundang-
undangan mengenai perbankan dan juga membentuk peraturan per-
undang-undangan yang mencegah KKN.

Hukum yang dibentuk dalam rangka politik hukum dalam masa re-

formasi melalui bentuk Ketetapan MPR, antara lain:3?

1. Tap MPR No. XIII/1998 tentang masa jabatan Presiden dan Wapres
yang hanya dapat memegang jabatan untuk dua periode saja.

2. Tap MPR No. XIV/1998 tentang Pemilu, yang ditentukan pada bulan
Mei 1999 yang sedianya dilaksanakan pada 2002.

3. Tap MPR XVII/1998 tentang HAM.

Konsekuensi dari sistem sosial, ekonomi, dan politik di masa ini me-
nempatkan perempuan sedikit sekali mengalami perubahan. Perjuangan
kesetaraan gender masih mengalami benturan yang cukup berarti.®?

Upaya perbaikan dan perubahannya yang dilakukan negara belum
maksimal karena banyaknya hambatan. Dikeluarkannya Instruksi Pre-
siden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupa-
kan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan
perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pem-
bangunan politik yang berwawasan gender.*® Hal tersebut disebabkan
ketidakmengertian, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian aparat
penyelenggara negara terhadap persoalan perempuan maupun mengenai
kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender.

Jumlah perempuan dalam pembuatan kebijakan dan hukum formal/
publik negara Indonesia yang sangat minim sehingga memengaruhi sis-
tem. Gerakan-gerakan perempuan aktivis dan aktivis perempuan di akar
rumput, organisasi-oganisasi non-pemerintah kerap dicurigai dan diha-
langi aksesnya, khususnya pada masa Orde Baru, dalam memberikan ad-
vokasi, masukan, tekanan, dan penyadaran kepada masyarakat bawabh,

2 bid.

: Ahmad Mushowir, “Gerakan Perempuandi Indonesia” dalam http://ahmadmushowirwordpress.
com, (diakses pada tanggal 8 Maret 2012).
* Luky Sandra Amalia, “Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa” dalam http://

www.politik lipi.go.id (diakses pada tanggal 21 Oktober 2012)
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maupun kepada pemerintah Indonesia.?

Perjuangan para aktivis perempuan dalam memengaruhi kebijakan
negara termasuk Indonesia dalam mengimplementasikan konvensi me-
ngenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Wo-
men, CEDAW) sebagai konsekuensi penandatanganan konvensi tersebut?
baru mendapat perhatian yang serius dari parlemen Republik Indonesia
di Era Reformasi. Salah satunya yaitu mewujudkan Pasal 7 CEDAW ya-
itu dengan melakukan tindakan affirmative action untuk meningkatkan
keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya lembaga legislatif.

Perjuangan aktivis perempuan dan koalisi perempuan anggota parle-
men di Fra Reformasi, menghasilkan pengaturan partisipasi perempuan
khususnya pada lembaga legislatif yang diundangkan secara formal da-
lam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik®” dan
diberlakukan sejak 27 Desember 2002. Produk lainnya yaitu Undang-
Undang tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Nomor 12 Tahun 20033
yang berlaku mulai 11 Maret 2003, di mana Pasal 65 ayat (1) dan (2)
berisi tentang affirmative action yang bunyi lengkapnya, sebagai berikut.
(1) Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon ang-

gota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap

daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30 persen;

(2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon seba-
nyak-banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada seti-
ap daerah pemilihan.

Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang
politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan terse-
but bergantung kepada pimpinan partai politik, karena biasanya pimpin-
an partai politik memegang kekuasaan untuk menetapkan calon legislatif
pada suatu daerah pemilihan termasuk nomor urutnya.

2) Periode Tahun 2004-2009

Dalam kurun waktu sepuluh tahun pelaksanaan reformasi di Indone-
sia, serta dalam periode 2004-2009 yang merupakan pelaksanaan Kabinet
Indonesia Bersatu makin terlihat perwujudan supremasi politik hukum.

Berbagai langkah untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut se-

* Deviyanti Dwiningsih,
» CEDAW diratifikasi pad:
him. 54.
"Lembaran N n 15

*Lembaran N
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lama kurun waktu 2004-2009 meliputi: pembenahan sistem dan politik
hukum nasional melalui langkah-langkah penguatan substansi hukum,
baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kekayaan
kearifan lokal yang tumbuh di Indonesia; penguatan sistem kelembagaan
hukum secara komprehensif di dalamnya dukungan sumber daya manu-
sia, infrastruktur dan sistem informasi di bidang hukum, dan peningkat-
an penguatan pemberdayaan hukum rakyat sebagai upaya mewujudkan
sistem budaya hukum yang sejalan dengan proses demokratisasi yang
terus berkembang hingga saat ini.*

Sistem dan politik hukum di Indonesia pada dasarnya sangat menen-
tukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang
akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu karena arah kebijakan
pembangunan nasional tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, dan dalam undang-undang. Selama ini, hal itu tertuang dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas)*® yang merupakan kesepakatan
antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dan merupakan
perintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2004,/2009 salah satu sasaran utama
untuk mencapai Indonesia yang adil dan demokratis adalah penghapus-
an diskriminasi dalam berbagai bentuk termasuk diskriminasi di bidang
hukum dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus pera-
turan yang diskriminatif, ketidakadilan gender serta melanggar prinsip
keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam
bidang hukum.* '

Pembangunan nasional dalam era demokratisasi ini perempuan dan
laki-laki merupakan suatu sistem, di mana perempuan dan laki-laki pu-
nya fungsi dan peranannya masing-masing yang saling mengisi. Jika pe-
rempuan tidak berperan secara optimal, tentu bangsa Indonesia lambat
untuk menjadi bangsa yang besar dalam menghadapi globalisasi, apalagi
untuk bersaing dengan bangsa lain. Agar kesempatan itu terisi secara op-
timal, maka untuk situasi tertentu perlu diberlakukannya kuota. Artinya,
kuota ini diberlakukan tidak lain adalah untuk mempersiapkan bangsa
Indonesia dalam pembangunan.*

appenas, ‘Bab @ Pembenahan Sistem dan
'download_file/view/9497/1777/(d

.him, 2.

Politik Hukum' dalam http://www.bappenas.go.id/

cses pada tanggal 20 Oktober 2013), him. 1.

-1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004/2009.

> | puise Edwards dan Mine Roces (ed.). Women in Asia: Tradition, Modernity, and Globalization,
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Upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempu-
an dalam politik terus disuarakan. Peraturan perundang-undangan telah
mengatur kuota 30 persen perempuan bagi partai politik (parpol) dalam
menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu le-
gislatif) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poli-
tik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30
persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan
rakyat.

Pasal 8 butir d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, misalnya,
menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan
perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu
persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pa-
sal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon
juga memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.** Lebih
jauh, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga me-
nyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
persetase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada
media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2
ayat (3) UU Partai Politik disebutkan bahwa pendirian dan pembentuk-
an partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Lebih
jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan partai politik disebutkan juga
tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan
paling rendah 30 persen.

Di satu sisi, kuota 30 persen bagi caleg perempuan tetap diperta-
hankan pada Pasal 53 dan penetapan calon terpilih juga tetapberpatok-
an pada perolehan 30 persen Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan/atau
kembali ke nomor urut. Di sisi lain, Undang-undang ini juga menambah-
kan sistem zipper (zipper system) pada Pasal 55 ayat 2 yang artinya di
setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang
perempuan. Kombinasi sistem hukum ini diharapkan mampu mening-
katkan jumlah perempuan di lembaga perwakilan pada pemilihan umum
tahun 2014 dan pemilihan umum berikutnya.*

Namun demikian, kebijakan afirmasi (affirmative action) tersebut

’Austr\lid Allen & Unwin, 2000), him. 20.

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 L’-'Hl‘%ru Partai Fnl\tll.

#**Women Res “h Institute-IDRC, f n Laporar i erempuan dan Palitik (Sistem
Kuota dan Zipy m): Studi Kele empuan pada Pe atif 2009 di DPR RI, DPRD

Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram dan DPRD Kabupaten
Minahasa Utara, (Jakarta: t.th.), him. 2.
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menjadi tidak berarti lagi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengelu-
arkan keputusan bahwa perolehan kursi ditentukan berdasarkan sistem
proporsional (daftar terbuka) suara terbanyak.* Aktivis perempuan me-
ngecam tindakan MK sebagai upaya untuk menggagalkan perjuangan
perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga
legislatif. Aktivis perempuan menganggap jika sistem pemilihan bebas
(berdasarkan perolehan suara terbanyak) diterapkan, maka jumlah caleg
perempuan yang berhasil masuk ke parlemen akan sedikit. Akan teta-
pi, kenyataannya justru sebaliknya, persentase perempuan yang berhasil
menjadi anggota legislatif menunjukkan peningkatan.*®

3} Periode Tahun 2009-2014

Tahun 2009 menjadi kemenangan mutlak Partai Demokrat dalam
pemilu dan untuk kali kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono me-
mimpin jalannya roda pemerintahan didampingi Wakil Presiden Boedi-
ono. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Il kembali melaksanakan kerja-kerja
pemerintahan.

Kinerja kabinet pemerintahan sejalan dengan politik hukum nasional
pemerintahan SBY-Boediono. Kebijakan politik hukum pemerintah selalu
berpegang pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
Hal ini bisa dilihat dengan rencana pembangunan yang disusun pemerin-
tah sampai jangka waktu tahun 2025.

Dalam rencana jangka panjang ini, pemberdayaan perempuan men-
jadi salah satu program penting pemerintah, termasuk menjamin keterli-
batan perempuan dalam politik dengan mempertahankan kuota 30 per-
sen perempuan baik dalam partai politik maupun calon anggota legislatif
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Par-
tai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Paruh pertama tahun 2013 adalah waktu yang menentukan akan
terpenuhi atau tidaknya keterwakilan terhadap perempuan pada pemilu
2014, terutama pemenuhan jaminan keterwakilan perempuan minimal
30 persen di dalam struktur kepengurusan partai politik peserta pemilu
dan dalam daftar calon anggota legislatif.Pada bulan April 2013, Komi-
si Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwa-
kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

SYulianti Muthmainnah, "Mendukung Ke
puan.or.id/2011/03/mendukung-keterwak

* Ibid

kilan Perempuan” dalam http://wvww.komnasperem-
perempuan (diakses pada tanggal 20 Oktober 2013.
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Jika pada pemilihan umum tahun 2009 peraturan KPU tentang pe-
menuhan 30 persen bakal calon legislatif perempuan dilaksanakan secara
fleksibel, maka pada pemilihan umum tahun 2014, partai yang tidak me-
menuhi persyaratan akan diterapkan sanksi secara tegas. Jika ketentuan
keterwakilan 30 persen dalam PKPU No. 7 Tahun 2013 tidak terpentuhi,
maka partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar
bakal calon pada dapil bersangkutan. Ketentuan tersebut wajib ditaati
seluruh partai peserta pemilu dan berlaku di semua daerah pemilihan,
meskipun KPU masih harus melakukan verifikasi terkait beberapa per-
syaratan terkait administrasi dan non-administrasi dari para bakal calon
legislatif.

4) Periode Tahun 2014-sekarang

Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf
Kalla pada Pemilu 2014 keluar sebagai presiden dan wakil presiden terpi-
lih dengan memperoleh suara 53,15 persen, mengungguli pasangan calon
Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memperoleh suara 48,85 per-
sen. Dalam Pemilu DPR RI, PDI-Perjuangan memimpin perolehan suara
diikuti oleh Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan seterusnya.

Pada periode ini, tidak ada perubahan regulasi yang signifikan di
bidang pemilu bagi keterwakilan perempuan. Mendekati Pemilu 2019
keluar undang-undang pemilu yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini syarat
30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat
pusat pusat dan dalam daftar bakal calon masih dipertahankan. Hanya
saja, paket Undang-Undang Pemilu*’ yang lama disederhanakan menjadi
satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilu serentak 2019.
Seperti dua pemilu sebelumnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ma-
sih mengakomodasi sistem proporsional daftar terbuka dengan penentu-
an calon berdasarkan suara terbanyak untuk pemilu 2019.

Pasal 246 menyatakan bahwa di dalam daftar bakal calon, setiap tiga
orang bakal calon wajib terdapat paling sedikit satu orang perempuan
bakal calon (sistem semi zipper) dan dapat ditempatkan pada nomor urut
1 dan/atau 2 dan/atau 3—tidak pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.
Kemudian, Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) menyebutkan bah-
wa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persen-
tase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar

“"Undang-Undang No. 42 Tahun 2 tang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Undang-Undang Nc enyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang
MNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian
nasional dan media massa elektronik nasional.

2. Implementasi Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi.*® Partisipasi po-
litik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi meru-
pakan hak warga negara, tetapi dalam kenyataannya warga negara yang
berpartisipasi berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Dengan
kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik.

Di negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang menda-
sari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung
maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan as-
pek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi
politik.*?

Di negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisio-
nal dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elite
penguasa, maka partisipasi warga negara dalam ikut serta memengaruhi
pengambilan keputusan dan memengaruhi kehidupan berbangsa dan
bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu, di negara yang proses
modernisasi politiknya telah berjalan baik maka tingkat partisipasi poli-
tik warga negara cenderung meningkat.*®

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah memberi landasan
bagi persamaan kedudukan untuk laki dan perempuan dalam berpartisi-
pasi di bidang politik dan pemerintahan, bahkan pada perubahan UUD
1945 yaitu Pasal 28H ayat (2) memberikan “diskriminasi positif”’>! untuk
meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga keter-
libatan perempuan dalam kehidupan publik dan politik (legislatif) ter-
lihat telah meningkat, meskipun partisipasi dan keterwakilan mereka di
lembaga perwakilan tingkat provinsi, dan kabupaten/kota masih harus
diupayakan lagi peningkatannya. Jumlah dan persentase keterwakilan
perempuan sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini terlihat pada
Tabel V.1 berikut ini.

" Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2010), him. 285.
' Universitas Sumatera Utara, "Bab | Pendahuluan” dalam http://repository.usu.ac.id/bitstre-
am/12345678%9/28804/4/Chapter%201.pdf (diakses pada tanggal 20 Oktober 2013.
“Otbid.
! Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, “Pers Release” dalam http://www.
koalisiperempuan.or.id/pers-release/ (diakses pada tanggal 20 Oktober 2013).
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Tabel V.1
Jumlah Anggota Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sejak Pemilu Pertama Sampai Pemilu Tahun 2014

Pemilu Total Anggota DPR Jur;eli\:rﬁ\:‘faggta Persentase
1955 272 17 6,25
1971 460 36 7,83
1977 460 29 6,30
1982 460 39 8,48
1987 500 65 13,00
1992 500 62 12,50
1997 500 54 10,80
1999 500 45 9,00
2004 550 61 11,09
2009 560 101(103) 17,86 (18,3%)*
2014 560 97 17,32

Sumber: Diolah dari data Puskapol Fisip Ul
Keterangan: Jumlah Anggota Perempuan DPR-RI Periode 2009-2014 menjadi 103 (18,3 persen)
yang disebabkan pergantian antarwaktu (PAW).

Dari tabel di atas, terlihat bahwa gerakan perempuan di Indonesia
memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjang-
an dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik
formal. Artinya, mereka belum terwakili secara setara di lembaga legis-
latif tingkat nasional pada pemilihan umum pertama pada tahun 1955,
sehingga representasi perempuan hanya sekitar 5,9 persen kursi di par-
lemen.

Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakil-
an perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk
pada pemilihan umum tahun 1977 ketika jumlah perempuan terpilih me-
lorot dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan pemi-
lihan umum sebelumnya (1971) dan kembali mengalami penurunan lagi
pada pemilhan umum tahun 1999 menjadi 9 persen jika dibandingkan
dengan pemilihan umum sebelumnya sebesar 10,8 persen pada tahun
1997.

Meskipun demikian, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di
DPR RI pada pemilu 2004 dan 2009, yaitu 11,8 persen pada 2004 dan
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18 persen pada 2009; walaupun terjadi penurunan sebesar 1 persen pada
2014 menjadi 17 persen. Kecenderungan meningkat dalam hal keterwa-
kilan perempuan di DPD RI dari 22,6 persen pada 2004 menjadi 26,5
persen pada 2009 juga cukup menggembirakan.

Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode
pasca-Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang berupa-
ya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutsertaan suara
mereka dalam tata pemerintahan. Untuk memperbaiki ketidakseimbang-
an gender di lembaga legislatif tingkat nasional, subnasional dan lokal,
sebuah kuota yang tidak wajib sifatnya diperkenalkan melalui Undang-
Undang No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum.5?

Pasal 65 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap partai politik ha-
rus setidaknya memiliki 30 persen calon anggota perempuan di tingkat
nasional, provinsi dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum.33
Pada pemilihan umum tahun 2004, selain adanya peraturan hukum un-
tuk kuota gender, tidak ada peningkatan signifikan dalam keterwakilan
perempuan yang terlihat. Hanya 11,8 persen perempuan terpilih untuk
menduduki kursi di DPR RI karena undang-undang yang ada tidak me-
wajibkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan dalam daftar
calon legislatif.>*

Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan adanya gerakan perempu-
an untuk perubahan lebih jauh supaya menjadikan alokasi kuota 30 per-
sen bagi perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi kewajiban bagi
partai politik mereka. Hal ini sejalan dengan kalimat yang ada dalam
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pasal 53 dari UU ini mensyaratkan
partai politik untuk menominasikan setidaknya 30 persen perempuan da-
lam daftar calon legislatif terbuka dalam Pemilu 2009.55

Kekurangan dalam undang-undang ini adalah tidak adanya sanksi
bagi partai politik yang tidak mematuhinya, sehingga terdapat enam dari
tiga puluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal me-
nominasikan 30 persen calon legislatif perempuan dalam daftar calon
anggota legislatif yang mereka usulkan.

Dukungan regulasi (politik hukum) dianggap bisa membantu upaya
tersebut sehingga persoalan partisipasi (pelibatan) perempuan di bidang
politik khususnya di legislatif menjadi agenda strategis yang dianggap
bisa membantu menaikkan partisipasi perempuan di bidang politik, kon-

52 Docstoc, "Gender” dalam http://www.docstoc.com/pass/mobiledocumentaccessoptions?doc_
id=146096749, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2013).

=3 Ibid,

“bid.

3 Ibid.
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disi tersebut ditambah dengan adanya kebijakan affirmative action yang
lahir di masa reformasi.>®

Affirmative action adalah kebijakan (tindakan) khusus yang bersifat
sementara dan dalam hal ini bertujuan untuk membantu menaikkan ang-
ka partisipasi perempuan di bidang politik. Sebenarnya gerakan afirmasi
di Indonesia sudah dimulai sejak dahulu, tepatnya sejak Indonesia mera-
tifikasi konvensi penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terha-
dap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination
Against Women) atau CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 yang diberlakukan pada tanggal 24 Juli 1984.%7

Kebijakan tersebut baru menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilak-
sanakan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
dan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang
Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ten-
tang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per-
wakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam un-
dang-undang tersebut partai politik diharuskan memasukkan 30 persen
perempuan dalam pengajuan menjadi bakal calon legislatif. Selain itu,
juga ada keharusan partai untuk memasukkan setidaknya satu orang pe-
rempuan dalam setiap tiga bakal calon anggota legislatif (zipper system)
dengan nomor urut kecil. Affirmative dalam paket undang-undang pemilu
tersebut kemudian kembali diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu
Tahun 2017.

Selain itu, salah satu faktor utama yang menjaga tingkat keterwakil-
an perempuan yaitu keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7
Tahun 2013. PKPU ini dengan tegas tidak akan mengikutsertakan partai
politik pada dapil yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan da-
lam daftar bakal calon. Setelah dikeluarkan, beberapa elite partai lang-
sung menyatakan diketidaksetujan pengaturan dalam PKPU No. 7 Tahun
2013. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk diskriminasi dalam
pemilu. Beberapa di antaranya bahkan mengancam akan melakukan ju-
disial review kepada Mahkamah Agung, namun urung dilakukan karena
dukungan publik yang besar.

Meskipun sudah mengadopsi prinsip affirmative, jumlah anggota pe-
rempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama pemilu
di Era Reformasi masih belum mencapai 30 persen. Tahun 1999 (sebe-
lum affirmative action diterapkan) representasi perempuan di lembaga le-

*Farha Kamalia, "Keterlibatan Wanita dalam Politik di Indonesia Era Orde Baru dan Reformasi”
dalamhttp://farhakamaliawordpress.com/2012/01/05/keterlibatan-wanita-dalam-politik-di-Indo-
nesia-era-orde-baru-dan-reformasi/ (diakses pada tanggal 20 Oktober 2013).

7 Deviyanti Dwiningsih, Op. cit., him. 43.
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gislatif adalah 9 persen. Setelah affirmative action diterapkan pada tahun
2008, persentase partisipasi perempuan di bidang politik khususnya di
legislatif DPR/DPRD/Kabupaten/Kota yang pada Pemilu 2004 adalah
11,09 persen meningkat menjadi 18,04 persen pada Pemilu 2009 dan
tidak ada penurunan yang serius dan signifikan pada Pemilu 2014.

Jumlah tersebut tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang juga menjadi bagian anggota legislatif, di mana persentase
keterwakilan perempuannya berhasil mencapai 27 persen. Angka persen-
tase tersebut masih jauh dari target 30 persen sehingga apa yang menjadi
penyebab dan upaya terbaik terkait optimalisasi keterwakilan perempu-
an di lembaga legislatif masih perlu diupayakan lebih keras.

PENUTUP

Sampai kapankah sifat “kesementaraan” dari affirmative action akan
dipertahankan? Jawaban paling solid saat ini adalah sampai jumlah
keterwakilan 30 persen perempuan di legilslatif terpenuhi. Setidaknya
dengan regulasi yang telah ada jumlah keterwakilan perempuan terus
mengalami tren peningkatan dari periode ke periode. Walaupun demi-
kian, affirmative masih dapat diupayakan lagi. Pertama, Undang-Undang
Pemilu Tahun 2017 yang hanya mensyarakatkan 30 persen keterwakilan
perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat dapat di-
perluas sampai kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Wacana ini dapat diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal
ini akan lebih memudahkan partai politik dalam penjaringan bakal calon
di setiap daerah. Berkaca dari Pemilu 2014, di mana partai politik yang
kekurangan kader perempuan pada akhirnya hanya mencalonkan bakal
calon seadanya, sehingga kualitas bakal calon perempuan yang diajukan
tidak dapat teruji oleh publik—bahkan oleh partai politik yang menca-
lonkan itu sendiri.

Kedua, mengenai metode pencalonan. Pasal 241 Undang-Undang No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa partai po-
litik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka se-
suai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan/
atau peraturan internal partai. Namun mekanismenya seperti apa tidak
diatur lebih detail, misalnya mengenai bagaimana seleksi kandidat dan
syarat-syarat menjadi kandidat. Dalam situasi patriarki yang masih kuat,
kandidat perempuan dapat saja dipilih karena kandidat tersebut merupa-
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kan istri/anak/saudara pimpinan pengurus partai politik. Karena itu sela-
in penguatan di regulasi penyelenggaraan pemilu, affirmative perlu diper-
kuat di tingkatan internal partai politik, seperti mensyaratkan 30 persen
keterwakilan perempuan di semua tingkatan kepengurusan partai dalam
AD dan ART-nya. Selain itu, perlu juga dibahas mekanisme pemilihan
kandidat perempuan dan syarat-syarat apa saja yang wajib dipenuhi.
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